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ABSTRAK 

Perkembangan merek dalam hukum kekayaan intelektual telah melahirkan bentuk 

baru yang dikenal sebagai merek non-tradisional, yaitu tanda yang tidak selalu 

dapat dilihat secara visual seperti suara, aroma, bentuk tiga dimensi, hologram, 

dan lainnya. Dalam lingkup internasional, pengaturan mengenai merek non-

tradisional berkembang melalui instrumen seperti TRIPs Agreement, Paris 

Convention, dan hasil forum Standing Committee on the Law of Trademarks, 

Industrial Designs and Geographical Indications (SCT) di bawah WIPO. 

Indonesia sebagai negara anggota telah meratifikasi berbagai perjanjian 

internasional tersebut dan melakukan harmonisasi melalui Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun penggunaan 

istilah merek ini belum diatur secara norma dalam hukum internasional dan 

hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada dua hal. Pertama, 

bagaimana pengaturan merek non-tradisional menurut hukum internasional dan 

hukum nasional? Kedua, Bagaimana pelaksanaan pendaftaran merek non-

tradisional secara internasional dan nasional? Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian yuridis empiris dengan mengkaji dan menganalisis melalui wawancara 

sebagai data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder, bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pengaturan dan pendaftaran internasional terkait merek 

non-tradisional serta bagaimana pelaksanaannya di Indonesia. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa belum adanya norma yang mengatur merek non-tradisional 

pada hukum internasional seperti Konvensi Paris, TRIPs serta Protokol Madrid  

dan hukum nasional. Perbedaan karakteristik dengan merek tradisional 

mengharuskan untuk dilampirkannya bukti daya pembeda merek non-tradisional 

agar dapat didaftarkan secara internasional maupun di Indonesia. Hal ini 

menimbulkan tantangan baru bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam 

pemeriksaan merek. Sehingga, diperlukan pembaruan regulasi pada hukum 

internasional dan nasional, serta penguatan kapasitas kelembagaan guna 

mendukung perlindungan merek non-tradisional yang lebih komprehensif di 

Indonesia. 
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